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A. Latar Belakang

Masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan sesuai dengan amanat
Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 adalah tujuan dari pelaksanaan
pembangunan nasional. Untuk mencapal tujuan tersebut  pelaksanaan

pembangunan-harus - senantlasa memperhatlkan keserasnan keselarasan dan
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keseimbangan- berbagal unsur termasuk dlbldang ekg( /om| dan/ keuangan Salah
y
satu sektor yahgberkemb\ang pesaL dan dapat menunjang pérekonomlan nasional

dalam pembangunan nasmmal adalah sektor perbankan’. Parbankan merupakan
salah satu sektor yang dlharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan

\

pembangunan _,nasmnal atau regional. Peran itu dlwu1udkam dalam fungsi

el / Rl

utamanya sebagal Iembaga\mtermedlasfatau institusi pprgntaragantara debitor dan
N LoVl -

kreditor, dengan/ demlklan pelaku “eKoriomi yang membutuhkan dana untuk

menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomlan

bergerak®.

Pengertian bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan. Bahwa Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup

! Fahrial, “Peranan Bank dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, Ensiklopedia of jurnal, Vol 1
No 1 Edisi 2 Oktober 2018, Hal 180.

? Website academi edu; (https://www.academia.edu/26054347/PERAN PERBANKAN DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA). (terakhir kali dikunjungi pada 22 Oktober 2019).
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rakyat banyak. Dari pengertian tersebut terdapat tiga usaha perbankan meliputi :
Pertama kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat
dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Kedua kegiatan penyaluran
dana merupakan kegiatan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat atau
lebih dikenal dengan istilah kredit. Ketiga kegiatan jasa-jasa perbankan lainnya
berupa jasa untuk mempermudah lalu lintas pembayaran baik dalam maupun luar
negeri, penaihan surat- surat berharga kllrlng, Jual bell mata uang asing,

pengiriman uang a\tau transfer dan Ialnnya ‘ VA . /"
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Bank: sebagau Iembaga keuangan telah membantu pemenu"han kebutuhan
dana bagi keglatan perekonomlan dengan menyalurkan atau\per\nbenan pinjaman
dana dalam bentuk kredlt bank Kredit bank merupakan salah Jsatu bentuk usaha
bank konvensrdnal yang telah banyak dimanfaatkan oleh anégota ‘masyarakat®.
Pada saat sekarang ada berbagal macam }enls kredlt— yang dltaWarkan| oleh pihak
bank, baik bank” pemenntah maupun bank swasta ‘telah menyedlakan berbagai
macam jenis fasilitas kredit yang dapat dinikmati oleh masyarakat, penggunaan
kredit ini bisa di sesuaikan dengan kebutuhan nasabah, begitu juga dengan
kemudahan dalam pengajuan kredit tersebut. Umumnya pengajuan kredit yang

dilakukan oleh. nasabah dimanfaatkan untuk pembiayaan peningkatan modal

usaha atau untuk pemenuhan kebutuhannya.

Kredit atau pemberian kredit ini dapat terjadi bila adanya kesepakatan
antara bank dengan nasabah hal ini tercemin dalam pasal 1320 ayat (1)

KUHPerdata, bahwa kesepakatan adalah syarat subjektif timbulnya perjanjian,

* M. Bahsan, 2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo,
Jakarta, HIm 10.



sedangkan uang atau yang di persamakan dengan itu merupakan objek perjanjian
yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban®. Selain adanya kesepakatan, juga di landasi dengan rasa percaya bank
kepada nasabah juga merupakan sesuatu yang penting dalam pemberian kredit.
Hal ini sejalan dengan istilah kredit yang berasal dari bahasa Romawi (credere)
yang artinya kepercayaan, oleh sebab itu dasar dari pemberian kredit adalah
kepercayaan.. Pemberian"k‘réd'i‘t- ﬂa.dérlva-h- kebércéyéé‘n"Se'Seor»ang atau badan yang
diberikan kredlt (deltuQ dlmasa yang akan datang/ dapat memenuhl janjinya

~ \ \ \
untuk melakukan pembayaran balk berupa uang, barang atauJasa

Kredit atau pemberlan kredit ini juga di atur dalam pasal 1754-1769
KUHPerdata “yaitu : tentahg ketentuan umum dalam membenkan pinjaman,

, /

kewajiban orang yang\memmjamkan (plhak bank), kewajlban SI pemlnjam serta
pengaturan tentang mémmjamkan déngan bunga - Pér‘h‘gertla‘n kreqlt menurut
Undang-Undang /Perbankan pasal 1 angka 11: “kredlt adalah penyedla uang atau
tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga.”

Raymont P. Kent dalam bukunya yang berjudul Money and Banking
mengatakan bahwa ° kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau

kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada barang

* Lukman Santoso Az, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Y ustisia,
Yogyakarta, HIm 59-60



yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.’ Sedangkan
pengertian kredit menurut M. Bahsan : kredit adalah salah satu bentuk kegiatan

usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya kepada masyarakat.®

Tujuan umum dari pemberian kredit atau kegiatan kredit jika dilihat dari
sisi kreditur berarti memperoleh keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan
kontraprestasi sedangkan dar| sisi._debitur yakm berupa bantuan dari kreditur
untuk memenuhi kebutuhan dan menjadl kewajlban bagmya untuk membayarnya

di masa depan yaknl b\erupq hutamg Dan jlka dmhat darl s;s pgmerlntah adalah
/
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dalam rangka memngkaikan pembangunan karena semakm banyak kegiatan
penyaluran kredlt yang dllakukan oleh bank maka semakm tmggl pengucuran

dana dalam rangka penlnbkatan pembangunan. Berdasarkan tujuan penggunaan
kredit dapat dlkelompokkan ‘menjadi tlga bagian yakni : ,/ -

Y i m\

1. Kredlt moﬁal kerjg adalah kre‘dlt untuk modql ikerja ‘perusahaan dalam
rangka pemblayaan aktlva Iantar perusahaan sepertl pembelian bahan
baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan biaya
eksploitasi barang modal, piutang dan lain-lain.

2. Kredit investasi adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang
diberikan kepada usaha-uasaha guna merehabilitasi, modernisasi,
perluasan atau pendirian proyek baru.

3. Kredit konsumsi adalah kredit yang diberikan bank pada pihak
ketiga/perorangan untuk keperluan konsumsi barang atau jasa dengan cara
menyewa, membeli atau dengan cara lainnya’.

Bank dalam memberi kredit selain adanya kesepakatan dan kepercayaan,
bank juga harus yakin atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk memenuhi

kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya

® Raymont P. Kent, Money and Banking, 1947, sebagaimana dikutip dalam Thomas Suyatno. Drs,
HA.Chalik, Drs, Sukada Made, Drs. Akt. MA. C.Tinon Yuniati Ananda. Dra, Djuhaepah T.
Marala, MBA, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat. Jakarta 2003. Hal 12

® M. Bahsan S.H, S.E, Op Cit, Hal 75

" Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, HIm
421

8 Veith Rivai dan Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook. Jakarta, Hal 13



sesuai dengan perjanjian yang di buat antara bank dengan nasabahnya. Bank harus
memastikan bahwa kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan,
terutama dalam hal menyangkut debiturnya. Pengamanan kredit merupakan hal
yang penting dan wajib dilakukan oleh pihak bank dalam menjalankan kegiatan
pemberian pinjaman dana atau kredit. Pengamanan kredit dilakukan dengan cara
mengamati data dan informasi calon debitur serta menerapkan asas perkreditan
yang sehat. Asas -asas’ perkredltan yang sehat berdasarkan prmsnp kehati-hatian,
sesuai dengan bunyl Rasal 2\ Undang Undang perbankan / “Perbankan di

™ \ \ ‘\ 2 S
Indonesia dalam melakukan usah@nya berdasarkan demokra3| ekonoml dengan

menggunakan prInSIp kehatl-”hatlan” Dengan melaksanakan pr1hs1p kehatl hatian

dan asas perkredltan yang sehat berarti secara tidak Iangsung bank memberikan

|
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perlmdungan hukum dan Jamman keamanan kepada masyara/kat nasabah bank.

Beberapa krltena bank dalam menganahsa calon debﬁur u‘ntuk memberlkan kredit
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1. Character yakni adanya keyakinan pada bank bahwa calon debiturnya
mempunyai moral, watak, ataupun sifat yang dapat dipercaya.

2. Capacity yakni gambaran mengenai kemampuan debitur untuk memenuhi
kewajiban-kewajibannya.

3. Capital yakni penilaian pada aspek kondisi keuangan debitur.

4. Collateral yakni adanya jaminan untuk kredit yang diberikan, hal ini
mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur mampu untuk

melunasi hutangnya.



5. Condition of economy yakni kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan
usaha debitur mampu mengikuti perkembangan ekonomi baik dalam

maupun luar negeri.

Bank hanya akan memberikan kredit kepada calon debitur yang telah
memenuhi kelima unsur diatas. Sebab bank akan menanggung risiko yang
mungkin akan terjadl yaltu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan sehingga

dapat mempengaruhl tlngkat kelangsungan bank dan tlngkat kelanjutan usaha
\ 5 74
//
bank. Kredlt yang tidak dlIUna31 o1eh debltur“balk éeluruhnyar atau sebagian
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merupakan keruglan yang dlalamr oIeh bank. T
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Kredit"""b‘ia‘S‘anya difuangkan dalam bentuk perjanjian :»terétul'is Perjanjian

r J

kredit ini ber5|fat mengtkat dan sebagai bukti fisik bahwa telah terjadi

kesepakatan antara prhak bank dengan debltur /Perj‘an‘nan/ kredlt yang dibuat
secara sah dan selam; tldak bertentangan dengan UndangaUndang! ketertiban
umum dan kesusilaan tidak dapat dibatalkan, oleh sebab itu para"plhak yang
melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh pada perjanjian kredit tersebut.
Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam
kehidupan perbankan, karena perjanjian kredit merupakan perantara pihak dalam
keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang
kekurangan dana dan memerlukan dana’. Perjanjian kredit juga memberikan
kepastian hukum bagi para pihak serta bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Fungsi lainnya memberikan batasan-batasan antara hak dan kewajiban baik bagi

pihak kreditur maupun debitur.

® Paula Bawuna, Analisis Hukum Perbankan terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK
Pengangkatan PNS, Jurnal Hukum, Vol 1/No.1/April-Juni/2013, Hal 75.



Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari salah satu bank yang ada
dan tersebar diseluruh daerah di Sumatera Barat, telah berdiri secara resmi pada
tanggal 12 Maret 1962 yang kepemilikannya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat serta 19 Kabupaten dan Kota ikut berperan aktif dalam kegiatan
pembangunan ekonomi terutama dalam rangka menggerakkan perekonomian
masyarakat Sumatera Barat. Sesuai dengan misinya “Memberikan kontribusi
dalam mendorong pertuthﬁiih'éﬁﬂ ékéﬁémi dén .k'e‘-s‘ej'ziht'e‘raan masyarakat” Bank
Nagari berupaya member“kan pe\ayanarl dan jasa /perbangan kepada semua

\ \ 2
masyarakat. SaJah satu\peiayanan d;m Jasa perbankan yang banyak dilakukan oleh

masyarakat adalah produk plmaman atau fasilitas kredit. \ "‘L‘

Ada berbagal macam produk pinjaman atau fasilitas kredlt yang tersedia
pada Bank Nagarl yaitu Kredlt Usaha Rakyat, Kredit Ketaﬁahan Pangan dan
Energi, Kredlt Pedull/Usaha Mlkro Kredlt Kepem—;llkﬂian Rumah !(PR -FLPP,
Kredit Cicilan Umum Kredlt Jaminan Deposno Kredlt Modal Kerja‘ Kontraktor,
Kredit Rekening Koran, dan Kredit Investasi Multi Guna®®. Berbagai macam
produk pinjaman atau fasilitas kredit yang paling banyak diminati yaitu Kredit
Cicilan Uang yang disingkat dengan istilah KCU, pinjaman ini dapat diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil. Pengertian Pegawai Negeri Sipil atau yang
selanjutnya di singkat dengan PNS dalam Undang-Undang no 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 3 adalah “warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

1% Website Bank Nagari; ( http://www.banknagari.co.id/do/page?file=kcu-umum--kredit-
cicilan- uang-umume-.php) (terakhir kali dikunjungi pada 24 September 2019)


http://www.banknagari.co.id/do/page?file=kcu-umum--kredit-cicilan-
http://www.banknagari.co.id/do/page?file=kcu-umum--kredit-cicilan-

tertentu”*. PNS yang ada di Sumatera Barat hampir seluruhnya adalah nasabah
Bank Nagari. Dengan banyaknya PNS yang menjadi debitur dan nasabah pada
Bank Nagari merupakan salah satu faktor, yang menjadi pertimbangan bagi PT
Taspen (PERSERO) selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam
bidang pengelolaan dana pensiun bagi PNS untuk melakukan  hubungan
kemitraan dengan Bank Nagari sebagai kantor bayar pensiun.

Pengaturan tentang pensmn PNS dlatur ‘dalam Undang Undang No 11

Tahun 1969 {entang Pensmm Pegawal dan Penslun Janda/Duda Pegawal pada
\ \ \
Pasal 1 dlsebutkan bahwa\Pensmn dlberlkan sebagal jaminar(harl tua dan sebagai

penghargaan atas Jasa Jasa pegawal negeri selama bertahun‘bertahun bekerja

dalam dinas pemermtah FNS wajib menjadi peserta dari suatu ‘badan asuransi

|
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sosial yang dlbentuk oleh p\emerlntah12 Badan asuransi sosial yan/g d| bentuk oleh

\

pemerintah drkenal dengan PT Taspen (PERSERO)L IDlafur dalam Peraturan
Py / Y ; \ ‘\ \. |

Pemerintah No 15 Tahun ;1963 tentar)g Pendirian. Perusahaan Negara Dana
tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri pada pasal 1 yang menyatakan bahwa :

“Untuk menyelenggarakan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
sebagaimana dimaksudkan pasal 4 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun
1963 tentang Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, maka dengan
Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai yang
dimaksudkan pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 19 Prp Tahun
1960 tentang Perusahaan Negara, dengan nama Perusahaan Negara Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri”

PT Taspen (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
dibidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat
Negara. PT Taspen (PERSERO) sebagai penyelenggara jaminan sosial ASN,

berdasarkan pengertian tersebut sejalan dengan bunyi pasal 21 dalam Undang-

Undang Undang tentang Aparatur Sipil Negara No 5 Tahun 2014.
12 Website bkpsdm; (http://bkpsdm.kuningankab.go.id), terakhir kali dikunjungi pada tanggal
15 Juli 2020.
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Undang Aparatur Sipil Negara bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil berhak

memperoleh:
a. Gaji, tunjangan dan fasilitas
b. Cuti
c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
d. Perlindungan dan
e. Pengembangan kompetensi

Bank Nagari sebagai bank umum berupaya mengeluarkan produk yang
sesuai dengan kebutuhan"’d'an_'kéinginan calon nasabah ;ataupun nasabahnya.
Selain untuk mhnngl@kan peiayanan dan Jasa perbankan juga untuk

R

menlngkatkan pendapatm bank\ melalw bunga krédlt Bank Nagari juga

menyedlakan Kredlt KCU yang blsa diberikan kepadavaNS yang jangka waktu

untuk pembayaran C|C|Ian kreditnya melebihi masa dinas 51 PNS Pemberian

kredit bagi PNS yané akan pen3|un tentu akan berisiko ada kepnngklnan si PNS

tersebut tidak- marnpu untuk membayar C|C|Ian kreq" ’tnya, “oleh sebab itu
o ‘, | “ .

dibutuhkan perjanjlan kerjasama antara Bank Nagan dengan PT Taépen selaku

pengelola dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO)
terkait pemberian pembiayaan atau fasilitas kredit bagi PNS yang jangka waktu
pelunasan kreditnya melebihi masa dinas si PNS serta adanya upaya dari Bank
Nagari agar pembayaran pensiunan setiap bulan oleh PT Taspen (PERSERO)
tetap dapat dibayarkan melalui bank Nagari merupakan suatu cara yang dilakukan
oleh Bank Nagari untuk memproteksi fasilitas kredit dari resiko gagal bayar yang
dapat merugikan bank dan untuk mengantisipasi potensi terjadinya praktek mutasi
data pindah kantor bayar pensiun, hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang

diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan



menghendaki bahwa setiap kredit yang diberikan dapat kembali dengan lancar
sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan debitur, sejalan dengan bunyi
Pasal 8 Undang-Undang Perbankan :”Dalam memberikan kredit, Bank Umum
wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk

melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Kenyataannya kredlt ‘yang diberikan tldak blsa dikembalikan sesuai

dengan kesepakatan atau perjanyan kredlt mesklpun telah ada perjanjian
\ ; y:

kerjasama antara Bank Nagan déngan PT Taspen (PERSERO) ini disebabkan

S
karena si debltur*melakukan pmjaman kredit prapehSIun pada bank lainnya
sehingga terjadi. plnjéman ganda Pinjaman kredit yang dllakukan oleh debitur
pada bank lain menyebabkan terjadinya kredit macet pada Bank Nagari ketika

debitur telah~” memasukl masa penS|un karena sewaktu debltur melakukan

st — f‘!

pinjaman kredlt padaJoank Nagarl belhm ada perjanjl\ah kerjasama qntara Bank
Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) tentang pemberlan pemblayaan atau
fasilitas kredit bagi PNS yang jangka waktu pelunasan kreditnya melebihi masa
dinas dalam rangka penanda kepada debitur pensiun yang memiliki fasilitas kredit
pada bank agar pembayaran uang pensiun setiap bulannya tetap dibayarkan
melalui bank pemberi fasilitas kredit sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh
bank tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut, baik secara juridis maupun dalam implementasinya dalam
bentuk tesis dengan judul: “KERJASAMA BANK NAGARI DENGAN PT
TASPEN (PERSERO) TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BAGI

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG MEMASUKI MASA PENSIUN”.

10



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulisan ini menjadi lebih terarah
dan mencapai tujuan maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan
PT Taspen (PERSERO) dalam-pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil

(PNSjVang memasuki masa_pensiun s ———

2. Apa dampak\pelaksanaan perjanjlan kerjasama antafa Bank Nagarl dengan

S b,

PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredlt macét "KCU Pegawai

Negen Slpll (PNS) yang memasuki masa pensiun pada Bank Nagan 2.

i i P
i f T

C. Tujuan Pene‘ﬁ'fi'an \ [ ]

D|Iakukan penehtlan tentunya tldak terlepas pan tUjuan ]yang ingin
dicapai. BeranJaR dan rumusan permasalahan yang dlkemukakan dlatas maka

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank Nagari
dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun.

2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank
Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesaian kredit macet
KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada

Bank Nagari.

11



D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis.
1. Manfaat Teoritis

a.  Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi
penulis sehubungan-'derlg'ah proses pemberian kredit dan kerja sama bank

dengan plhak Ialr@ya NN L T — | //
\ \,' i St (/\\ //: / //_ /Ar
b. Dlharapkan dagat\memberlkan sumbangan . pemlkfi”r,an dalam pengajaran

‘-..,\ \

ilmu hukum khUsusnya dalam bidang hukum perdata ekonoml mengenai

_/

perban ka__q___

2. Manfaat Praktrs |

Untu kmemberf kan7gam baran d:%r\fl‘jnformaéi. yamg llep,i;\k;i/\FﬁemjaJIam kepada
masyarakat teﬁ/;[ang bégaiinana pelak;;inaan perj‘arlr;l‘j“i'an/l/(/erjz;éama fantara Bank
Nagari dengan PT Taspen (PERSERO) dalam pemberian kredit bagi Pegawai
Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun. Serta Apa dampak pelaksanaan
perjanjian kerjasama antara Bank Nagari dengan PT Taspen (PERSERO)
dalam penyelesaian kredit macet KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

memasuki masa pensiun pada Bank Nagari

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Kerjasama Bank Nagari Dengan PT Taspen Terhadap
Pemberian Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Memasuki Masa

Pensiun, setelah penulis melakukan penelusuran lebih lanjut baik di Perpustakaan
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Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya. Ada
ditemukan beberapa hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis terdahulu
dengan topik Pemberian kredit bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), akan tetapi
memiliki kajian yang berbeda dengan penelitian yang ingin penulis teliti. Adapun
pembahasan mengenai Pemberian Kredit Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah sebagai

berikut:
AN — r 7

1 Tesis atas nama \Nand@ \Flrmansyah I\/Iahaslsvva/progra/r/n _studi Magister

Sy NG /

‘\

Kenotarlatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unlversuas Andaras Tahun 2016
dengan Judul Klarm Asuran3| Kredit Konsumtif Pegawa| Negerl Sipil (PNS)
Yang Dilunasi Sebeluh1 Jatuh Tempo Pada Bank Nagarl Cabang Utama

, /

Padang. Adapun pekok permasalahannya sebagai berlkut g |

- \‘-
S L \ — f < B i
,/“\ ! 3 \ __/

a Bagaimaﬁa/kg,h/ked/y«éu}kaﬂ par,af}bihiék dalarhwlg‘r;éd‘jﬁt /Iga\r]\sl]\fht«i\f!pada Bank

Nagari Cabang Utéma i:’adang ? / - \ J

b. Bagaimanakah proses pengajuan klaim asuransi dalam kredit konsumtif
pada Bank Nagari Cabang Utama Padang ?

2 Tesis atas nama Indra Ismanto, Mahasiswa program studi Magister
Kenotariatan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas tahun 2017
dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Konsumtif Aparatur Sipil
Negara Di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama
Padang, Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut :

a. Bagaimana perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara pada PT Bank

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang ?
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b. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang terhadap
kredit macet pada perjanjian kredit konsumtif Aparatur Sipil Negara ?

3. Tesis atas nama Fitria Dewi Purnamasari, Mahasiswa program studi Magister
Kenotariatan Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang tahun 2007, dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan
Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawal Negerl S|p|| Di PT Bank

Rakyat Indonesrsg(PeKsem) Cabang Salatlga AdaP““prKOJX/permasalahannya
\\. \\ \\\ &
sebagai beﬂkut \\,

~—. / e e L

i e e \_\7 ,.,// ///

"JJ R K e

a. Bagalmanakah konstrl,rk3| hukum pada perjanjian kredlt‘ dengan jaminan

surat keputusan pquangkatan Pegawai Negeri Sipil dl PT ‘Bank Rakyat
IndoneS|a (Persero) Cabang Salatiga, kaitannya dengan k)al,rsula default dan

ik / R
S -

collateral dalam perjanjlan kredrt bank ey @
v i

/ \
o ) R |
b. Bagalmana upaya penyelesalan kredlt apablla debltUr Wanpresta5|

i
]

\\\

F.Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara,
aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan
dan pedoman untuk mencapai tujuan®®. Fungsi teori dalam penelitian ini
digunakan untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang
diamati. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu

penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli

'3 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hal. 72 -73
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hukum dalam berbagai kajian dan temuan. Dalam penelitian ini dipakai beberapa
kerangka teori antara lain :

a. Teori Kebebasan Berkontrak

Teori kebebasan berkontrak ini erat kaitannya dengan Perjanjian.
Ghansam (dalam Mariam Darus Badrulzaman, 2001:84) Teori kebebasan

berkontrak berlatar belakang _pada. paham |nd|V|duaI|sme yang lahir pada
zaman Yunam dlteruskan oleh kaum Eplcurlsten dan berkembang pesat dalam
k- : Wi ;
Sl
zaman Renarsance\mélgfm antara Ialn ajaran a]aran daf/ Hugo de Groot,

.\ \\/ s oy
Thomas Hobbe& Jhon Locke dan Rosseau, puncak perkembaﬂgannya tercapai

Ve N \

dalam perlode setelah--'revolu5| Perancis™* Perjanjlan menerbltkan suatu

perikatan antara dua or‘ang atau lebih yang membuatnya. Dalam mengadakan
perjanjian- para pihak tLoIeh membuat perjanjlan apa saja, dan bebas

menentukan st per;anjlgm asalkan tldak bertentangah genganUndapg Undang,

~\,

ketertiban umum dan normal kesusnaan Pembatasan ini dlberlkan sebagai
akibat dari®

a. Perkembangan masyarakat, dimana dengan perkembangan ekonomi
membuat orang-orang menggabungkan diri dalam bentuk usaha
bersama atau membentuk usaha swasta.

b. Adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan
umum.

c. Adanya aliran masyarakat yang bersifat sosial ekonomi”.

Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPerdata

menyiratkan ada tiga asas dalam perjanjian yaitu:

1. Mengenai terjadinya perjanjian.

¥Anand, Ghansam. Agustus. 2011. “Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak”.
Jurnal Hukum. Vol 26, No 2. Http ://e-journal.unair.ac.id. 15 Maret 2020.

' M. Hashi,dkk, Diklat Kemahiran Hukum Kontrak, Fakultas Hukum Uniersitas Andalas,
Padang, 2008. HIm 22.
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Perjanjian terjadi hanya ada apabila adanya kesepakatan kehendak

antara dua belah pihak.

2. Tentang akibat perjanjian.
Perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak, berlaku

sebagai undang-undang bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

3. Tentang isi perjanjian "

Sepenuhnya dlserahkan pada para plhak //

\A S o e £ T . ’
s \ \ \ “\_ 4 /;/ b % 2

Dalam“ asas kebebésan berkmntrak menyebutkan bahwa kedua belah pihak

yang mengadakan perjanjlan dapat menentukan sendlrl apa |s| darl perjanjian

tersebut dan apa yang nertuang dalam perjanjian tersebut akan berlaku sebagai

\ A
, \

undang-unda,ngr-bagl para plhak selama yang telah dlsepakaty tersebut sah, tidak

/ e

bertentangan dﬁrrgarv undang undqng ketert}ban gmum/ dan kesusilaan.
/ \x x v\ \ |

Apabila konttak tersebut bertentangan dengan Unda,rrg blndang, ketertiban

umum dan kesusilaan maka perjanjian yang telah disepakati tersebut batal demi

hukum.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan suatu perjanjian, termasuk dalam
hal pemberian kredit antara Bank Nagari dengan Pegawai Negeri Sipil,
merupakan suatu perjanjian yang mana di dalamnya ada kebebasan berkontrak.
Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian
tersebut berlaku sebagai Undang-Undang serta isi perjanjiannya tidak

bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Teori Kepastian Hukum
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Menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan
adanya kepastian hukum, karena dengan kepastian hukum masyarakat akan
lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan
untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu
apa yang tidak boleh diperbuat sehingga akhirnya akan timbul keresahan®®
Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adannya
aturan yanngersifat umummembuat indiyidn 'fne'n'gétahu-i apa yang boleh dan
tidak boleh dllaKukan, kedua adanya [asa arnan bagl rnd )ndu karena dapat
mengetahm anr;l se;ja\y\amg\ bgleh glinfebankan atau dliakukan oleh negara
terhadap mdmgu\ K,epastlan hukum bertu;uan untuk menmptakan
ketentraman dan>ketert|ban dalam masyarakat. Kepastlan hukum menjadi

[ \ \

jaminan tersendm bagl manu3|a dalam melakukan suatu hubungan hukum,

RN S !

sehingga. manu3|a/rnemsa aman dalam: bertlndak 1 T
\

,/ U ‘e 1
." ,' & ,_,\" !

SN

-
\\

Suatu kontrak yang dlbuat secara sah dan sesuai’ hukum yang berlaku,

i
B

sesuai pula dengan kebiasaan dan kelayakan, maka klausula-klausula dalam
kontrak. mengikat para pihak yang membuatnya. Dimana kekuatan
mengikatnya sama dengan Undang-Undang. Oleh karena itu pelaksanaan
kontrak tidak boleh merugikan pihak lawan maupun pihak ketiga dalam

kontrak tersebut®

Apabila kontrak tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tanpa alasan yang

jelas maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi sehingga harus

16 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yokyakarta, 2006,
him 136

" Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him.23
'8 Munir Fuady, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Kencana, Jakarta, 2003. Hal 210-211
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mengganti kerugian terhadap pihak lain sesuai hukum yang berlaku, hal ini
dapat dipaksakan berlakunya melalui campur tangan pengadilan atau campur
tangan pihak lainnya. Wanprestasi terhadap suatu kontrak merupakan
perbuatan hukum perdata bahkan juga merupakan perbuatan hukum pidana,

tergantung jenis kontrak dan pihak yang membuat kontrak tersebut.

Dengan adanya suatu perjanjlan kredit merupakan bentuk kontrak antara
bank dengan. nasabahnya atau Pegawal Negerl Slpll maka kedua belah pihak

harus patuh dan turujlhcterhadap ﬁerjanjlan kfedlt yamg m reka -adakan, selain

\

\
itu ada hak b‘arL kewajlban yang harus dlpenuhl oleh para “pihak dalam

perjanjian kredlt/ |n| Apablla salah satu pihak tiqlak«; melaksanakan
kewajibannya tentu rakan muncul masalah yaitu Wan“prestasi yang

/

mengaklbatl(an tldak teroapamya tu1uan Dalam hal ini muﬁcutsankm hukum

untuk memaksa plhak ygﬂg wanpresta31 itu untuk mqqenuhlkewajlpan

/ TNl
i / / ,'} v " / \.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan atau kaitan
antara konsep satu terhadap konsep lainnya dari masalah yang ingin diteliti.
Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan
secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas. Selanjutnya untuk
menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep yang digunakan dalam
penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan variabel judul penelitian ini :

1. Pengertian Kerjasama

19 Abdul Kadir Muhammad, Op Cit, HIm 23

18



Kerjasama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan
melakukan sesuatu yang dilakukan bersama-sama atau perbuatan bantu
membantu atau kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang
(lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama . Dapat
disimpulkan kerjasama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua subjek
hukum atau lebih untuk melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan
peraturan garundang undangan dan mempunyal tuluan bag| mereka yang

melakukannya k5 \\ o et : I /’

Menurut unddﬁg-undang Nomor 10 tahun 1998 tenfan§“~ Perubahan atas

Undang-undang Nomo# 7 tahun 1992 tentang Perbankan paaal 1 ayat 11, yang

{

dimaksud dengankﬁedlt adalah // R [

Bl
“Kredit adalah penyedlaan uang atau taglhan yzﬁng dapat dlﬁersamakan
dengan itu;” “berdasarkan persetujuan atau kesepakatan blnjam -meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Pada pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum memberikan definisi kredit

yang lebih luas yaitu sebagai berikut :

“kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,

termasuk:

a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang
tidak dapat dibayar lunas pada hari akhir,

b. Pengambil alihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

c. Pengambil alihan atau pembelian kredit dari pihak lain.”
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Berdasarkan segi pemakaian, kredit dapat dibagi atas dua kategori yaitu :

“1.Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang disalurkan kepada debitur yang
dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi (dipergunakan sendiri oleh
debitur). Contohnya seperti kredit kepemilikan rumah dan mobil

2. Kredit Produktif, berbeda dengan kredit konsumtif, pada kredit produktif
pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar
produktivitasnya dapat meningkat, kredit produktif terbagi atas :

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit yang disalurkan yang tujuannya untuk
menambah modal usaha. Contohnya kredit untuk membeli persediaan
baranag dagangan.

b. Kredit Investasi,. yaitukredit yang. disalurkan untuk membiayai
investasi. yang bersifat produktlf Contohnya kredit untuk usaha

perkebunan kelapa sawkt
\

Dalam pemberlan\kred{t Qmumnya bank rﬂenggunakan /lr;stmment analisa
A
N N ¢ ’
kredit yang terkenal dengan nama azas “the five of cred1t/ S C” yaltu

A

1. Character (kara(kter) Berhubungan dengan data dari calon prlbadl nasabah
dan ini bertUJuan untuk mengetahui apakah nasabah mempunyal itikad baik

/ /

dalam memenum kewajlbannya S i

Y i m\

2. Capacny (kemampt)an) Merupakan ukuran qia“ ab‘hty to| play atau

N
y:

k.

kemampuah dalam membayar

3. Capital (modal) merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh nasabah
tersebut.

4. Collateral (jaminan). Jaminan yang dapat disita jika nasabah tidak mampu
memenuhi kewajibannya.

5. Condition of economy, Berhubungan dengan pertimbangan kondisi ekonomi

yang dikaitkan dengan usaha nasabah.

3. Pegawai Negeri Sipil .
Menurut A.W Widjaja mengatakan bahwa pegawai adalah orang-orang

yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga

2% Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 him.153

20



pemerintahan maupun dalam badan-badan usaha®*. Menurut Undang-Undang
Pokok Kepegawaian No 5 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang No
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu :
“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara indonesia yang memenuhi syarat tertenu, diangkat sebagai Pegawai

ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintah.”

4. Bank
Menurut pgsgl'\l\LJ ndqng\"—' Uh'déng-N';dr‘fnor'l'Ojl' ahl;,n- ;993@(&@ Perbankan.
\( \ ‘\ ,\ N S
S OSO N e £ /.

bentuk smpanarrdan ményalurkan kepada masyarakat da!am ‘bentuk kredit
dan/atau bentuk Ialnnya dalam rangka menlngkatkan\ taraf hidup rakyat
banyak.*----- P

G. M Verry Stuért dalam bukunya, “Bank Politik” ‘mengatakan bank

adalah suatu badan yang bertu;uan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik

o,

dengan alat alat pe?nbayarannya sendm atau denganu‘Jang yang diperolehnya
g g g

dari orang lain maupun dengan Jalan mengedarkan alat-alat penukar baru

berupa uang giral.?

Selanjutnya Abdurrachman A, mengatakan dalam perkembangan dewasa
ini maka isitilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang
melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beranekaragam, seperti
pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan
pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk

barang-barang berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.?

2L AW. Widjaja, Administrasi Kepegawaian, Rajawali, 2006. HIm 113
22 Thomas Suyatno,dkk, Op. Cit , him.1.
% Ibid
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5. PT Taspen (PERSERO)

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri
adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi
tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara.
Pembentukan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri ditetapkan dalam
Peraturan Pemerlntah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri

dan Peraturan Pemerlntah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi
: \, ;

R

dan Pegawal negerk Pél@ksanaan pembayarawpensmn Pe@val Negeri secara
R //

e g
nasional telah Terlaksana pada b’ Apr|I 1990 hlngga saat |n

- {/ \‘, \\\
74 b

G. Metode Penelitian

& 1
il |

. r
1. Pendekatan dan  jenis penelitian /) /
Dalam»penelllrah ini dlgunakan pendekatan dengan mét@de yurldls empiris
/ \ Ty

-~ i
(sosmlogls) yartu suatu ,penelltlan\ yang menggunak(an metode |pendekatan

terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian
dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat di lapangan yang

berhubungan dengan objek penelitian®.

Dalam-. pendekatan yuridis empiris (sosiologis), penelitian hukum
mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatic secara
in action, pada setiap peristiwa hukum yang terjadi pada masyarakat®®. Atau
dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan melihat keadaan yang

sebenarnya untuk mengatahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan,

2 \Website PT Taspen,; (https://taspen.co.id) (terakhir kali dikunjungi pada 18 November 2019)
% Bambang Sunggono,2003,Metodelagi Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali Pers), him 68
2 Abdul kadir Muhammad, Op Cit, HIm 134
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setelah terkumpul kemudian melakukan identifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah®’

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris,
yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian
kerjasama pemberian kredit KCU Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki
masa pensiun dan bagaimana dampak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara

Bank Nagari. dengan PT Taspen (PERSERO) dalam penyelesalan kredit macet

X

KCU Pegawau Neger‘i Slp” (PNS) yang memasukl méa ~pensiun. Sifat

//

\
penelltlan hukum |m bersn‘af deskriptif analltls yal‘tu p‘enehhan yang

menggambarkan Serta menjelaskan suatu keadaan yang dlperoleh melalui
penelitian di’ Iapangan ))ang dapat mendukung teori yang sudah ada

/
S

2. Sumber danfj'éﬁ'ira ,data ‘ - _y T | e
/"’ /‘ \ ! N ,"/ [ i
a. Sumber data Sumber data dalam penelltlah ini Al perqleh Iangsung dari

£
\\

penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.

b. Jenis data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu

a. Data Primer
Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk
pertama kali. Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, yaitu
cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung
kepada responden atau informan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah

disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber yang berkaitan

" Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. HIm 15
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langsung dengan kegiatan pemberian kredit, dalam hal ini adalah Bagian
Kredit Cicilan Uang Umum Bank Nagari Cabang Utama dan Bagian
Umum PT Taspen (PERSEROQO) Cab Padang.

b. Data Sekunder
Data yang merupakan hasil penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan

hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari :

1 Bahan Hukum Prlmer Bahan Hukum Prlmer yaltu bahan yang

!
mem*punyal kEIguatan hukum mengikat yang meﬁc/akup perundang-

\ \
undangan yang ada hubungan dengan permasalahah ini. Adapun

peraturanfperundang undangan tersebut adalah : '\, \_

a) Undang Uddang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945.

b) Undang:Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentaﬁg Perubahan Atas
Undang/Un(jang Nomor ‘7 Tahun 1992 than Péfbanka}n

C) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 fentang Aparatur Sipil
Negara.

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai
dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian

Kualitas Aktiva Bank Umum.

g) Keputusan Direksi Nomor SK/023/DIR/05-2019 tentang Peraturan
Pelaksana Pemeliharaan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan
(Flagging) olen PT Taspen (PERSERO) bagi Debitur yang

Memperoleh Kredit / atau Pembiayaan di Bank Nagari.
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2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu erat hubungannya dengan bahan
hukum primer serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer yang meliputi :

a) Buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan
yang dlbahas dalam _proposal tesis |n|

b)WDokumen dokumen yang ada kaltannya dengan permasalahan yang

dthahas\deﬁam proposai teS|s |n| \/ o A

3 Bahan Hukum Ter5|er T

)
,/ y k.

Bahan hukum‘ tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
(

|nformaS| tentang data primer dan data sekundér sepertl kamus

v

hukum yar}g membantu menjelaskan ;stllah |st|IarL hukum yang ada,
N |

\1 \ | \‘

enS|k10ped|a danlalnnya28 B> b, \

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi
Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek pengamatan
atau objek penelitian®®. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah
keseluruhan objek penelitian yaitu pihak Bank Nagari cabang Utama

Padang dan PT Taspen (PERSERO).

b. Sampel

28 Bambang Sunggono, 2005, Metode Penelitian Hukum Edisi 11, Ed | Cet. 5, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, HIm 116-117.
2 Bambang Sunggono, Op. Cit, HIm 68
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sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Adapun
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk purposive
sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat

tertentu ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh banan.-.bahan- atau -data—datav__vdalam penulisan ini maka

teknik pengumpulan data yang p\enulls gunakan adalah : : ]
\ \\\ \\ \ \ ot gy b s {f{/ / // S // > -
a. Studi dokumen s "\ W T o N // i
i, .‘ \ \ - N Nz o

Mempeiajan peraturan perundangan buku-buku Ilteratur maupun dokumen-

dokumen. yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam
proposal te5|s |n| (. '

bWawancara & b , /‘

| s 7 y - a2 1
o

Pengumpulan dafa yang dllakukan dengan sgstem tanya Jawab dglengan cara
membuat daftar pertanyaan yang telah dlsusun secar\a ter§truktur dan
kemudian diajukan secara lisan satu persatu kepada informan sekaligus
responden yaitu Bank Nagari cabang Utama Padang dan PT Taspen

(PERSERO).

5. Teknik pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Data yang diperolen dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (field
research) dan penelitian kepustakaan (library research) akan diolah dengan
cara:

a). Editing (mengedit data)
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Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian
kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, akan diedit terlebih
dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut
sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Hal ini dilakukan
untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b). Komputerisasi

Data yang telah selesai .éditing, kemddian“di'lanjutkan dengan proses

pengetikan menggunakan komputer. ./ /o .
R \.\ \\. LT S il | v
1c1 = S \ﬂ\\ \V J’vv b 7\\\ - :\ e
b. Analisis Data. ™~ > .~ b, L

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder,
maka data tersebut kémudlan diolah dan dianalisis, dengah menggunakan
analisis secara kualttatlf maksudnya dengan mengelompdkkan data menurut
aspek-aspek yang dltelltl Selanjutnya dlambll kesﬁnbulanryang bérhubungan

dengan penelitian ini, kemudlan diuraikan secara deskrlptlf.

H. Sistematika Penulisan.

Tesis yang dibuat ini terdiri dari empat Bab dengan sistematika sebagai

berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang,
rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode
penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA
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BAB IlI

BAB IV

P/ENLJTUP
= |

Pada bab ini yang di dalamnya dibahas tentang tinjauan umum
tentang perjanjian, tinjauan umum tentang bank, tinjauan umum
tentang kredit dan tinjauan umum tentang Pegawai Negeri Sipil
dan Pensiunan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan
pem‘b'ah‘ésén- tentang bégairnéné 'b'er'ltuk»-- pengaturan perjanjian

Kerjasama antara Bank Nagarr dengan PT;%spen (PERSERO)
\ \ S

1 da1am\pember|aﬁ Kredit b bag| Pegawal ngerl Sipil (PNS) yang

akan memasukl masa pensiun. Dan tentang bagaimana

penyelgsalan kredit macet kredit KCU Umum Pegawai Negeri

S1p|I (PNS) yang memasuki masa pensiun pﬁda Bank Nagari.

/

i
< ;

-
\\\

- |
/ ‘,‘ \ I ‘

g
= |
Pada bab ini penulls ‘mencoba- me berlkan keS|mpuIan dan

saran dari keseluruhan bab dalam penulisan tesis ini.
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